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MOTTO 

“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 

jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah yang 

mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui “ 

( QS : Al-Baqarah 216 ) 

 

“ Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 

kembali setiap kali kita jatuh “ 

( Confusius ) 

 

“ Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. 

Hadapi dengan penuh kesabaran ” 

( Penulis ) 
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 Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia pembangunan nasional merupakan kegiatan yang 

berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, baik material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan 

tersebut, hal penting yang perlu diperhatikan adalah pembiayaan pembangunan. 

Pembiayaan pembangunan dapat dilakukan dengan cara menggali sumber dana 

dari dalam negeri berupa pajak. Pajak sangat penting bagi negara dan 

pembangunan nasional. Pajak digunakan untuk meningkatkan penerimaan dalam 

rangka menjalankan dan mengarahkan tercapainya pertumbuhan ekonomi , 

memperlancar stabilitas keuangan negara dan menambah pendapatan kas negara.  

Tanpa adanya pajak, pembiayaan berbagai pembangunan dalam negeri 

akan sulit dilaksanakan. Hal ini dilakukan demi kenyamanan dan keamanan 

masyarakat itu sendiri yang mana masyarakat berhak menikmati fasilitas yang 

disediakan pemerintah. Untuk itu, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara 

menjadi sangat penting demi menunjang kesejahteraan masyarakat. Pajak 

dikelompokan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan 

pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak sedangkan pajak daerah adalah 

pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak Penghasilan (PPh) adalah 

pajak negara yang dikenakan terhadap setiap Wajib Pajak sebagai tambahan atas 

kemampuan ekonomis, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 

Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Pajak Penghasilan (PPh)  ini dibebankan 

pada perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.  

Salah satu Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 

23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam 

bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal 

dari modal dan penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang 

dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam PPh pasal 21,
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Seperti yang dinyatakan dalam undang-undang No. 36 tahun 2008 dalam 

pasal yang mengatur tentang pajak penghasilan pasal 23. Penelitian terhadap 

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 sangat diperlukan agar tidak 

terjadi kesalahan dalam proses tersebut yang dapat mengakibatkan kekurangan 

atas jumlah pajak yang disetor ke kas negara. Kekurangan tersebut adalah 

mengakibatkan kerugian baik bagi wajib pajak dikarenakan adanya sanksi dari 

kantor pajak maupun bagi negara karena berkurangnya penerimaan dari sektor 

pajak.  

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan yang mana merupakan perubahan ke empat atas Undang-undang 

Nomor 7 tahun 1983. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis jasa lain sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 undang-undang nomor 7 tahun 

1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008, dinyatakan imbalan sehubungan 

dengan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 21, dipotong pajak penghasilan sebesar 2% (dua persen) 

dari jumlah bruto atas imbalan tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 

ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 

tahun 2008, perlu menetapkan peraturan menteri keuangan tentang Jenis Jas lain 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 undang-undang 

nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan undang-undang nomor 36 

tahun 2008.  

Perum perhutani KPH Jember merupakan perusahaan swasta yang 

kegiatannya dikenakan beberapa pajak diantaranya mencakup pajak penghasilan 

(PPh) pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh  

pasal 26 dan PPh pasal 29. Pengolahan pajak yang disebut diatas diharapkan dapat 

menambah pendapatan negara dan kas daerah. Penulis memilih Perum Perhutani 

KPH Jember sebagai objek penelitian untuk penyusunan tugas akhir karena Perum 
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Perhutani KPH Jember merupakan Perusahaan Umum milik negara atau Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemotong pajak pasal 23 sebagai wajib 

pajak badan yang berkaitan dengan pengenaan pajak atas sewa kendaraan, selain 

itu Perum Perhutani KPH Jember bertugas menyelenggarakan kegiatan 

pengelolaan hutan (hutan lindung dan hutan produksi) berdasarkan prinsip 

perusahaan dalam wilayah kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  

Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. 

Berdasarkan hasil uraian tersebut laporan praktek kerja nyata (PKN) yang 

dilakukan selama satu (1) bulan di kantor Perum Perhutani KPH Jember, penulis 

mengangkat judul “PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN 

PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS SEWA 

KENDARAAN  PADA PERUM PERHUTANI KPH JEMBER” 

 

1.2      Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.2.1   Tujuan Praktek Kerja Nyata 

1. Memenuhi persyaratan kurikulum jurusan D3 Akuntansi Universitas 

Jember. 

2. Dengan adanya Praktek Kerja Nyata mahasiswa akan mendapatkan 

tambahan pengetahuan terutama mengenai struktur organisasi dan 

sistem kerja di perusahaan khususnya di Perum Perhutani KPH 

Jember. 

3. Sebagai bekal untuk mempersiapkan diri terjun di lingkungan kerja 

khususnya maupun di lingkungan masyarakat pada umumnya. 

4. Menguji kemampuan pribadi dalam tata cara hubungan masyarakat 

atau bersosialisasi di lingkungan kerja di Perum Perhutani KPH 

Jember. 

1.2.2     Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.2.2.1  Bagi Mahasiswa 
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1. Memperoleh pengalaman praktisi  dan mengenal dunia kerja secara 

nyata. 

2. Menambah pegetahuan dan keterampilan kerja. 

3. Mengenal dunia kerja yang sesungguhnya. 

4. Menciptakan dan meningkatkan semangat  kerja sejak dini. 

1.2.2.2  Bagi Universitas 

1. Sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengenai keadaan umum 

lembaga daerah sekitar melalui penerimaan laporan kegiatan 

perbankan. 

2. Dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja 

praktek/magang. 

3. Perguruan tinggi yang akan dikenal di dunia industri. 

4. Mempererat hubungan antar universitas dengan instansi terkait. 

1.2.2.3  Bagi Instansi yang Bersangkutan 

1. Merupakan sarana untuk menjembatani antara perusahaan atau 

instansi dengan lembaga pendidikan untuk bekerjasama lebih lanjut, 

baik bersifat akademis maupun non akademis. 

2. Perusahaan dapat melihat tenaga kerja yang  potensial di kalangan 

mahasiswa sehingga apabila suatu saat perusahaan membutuhkan 

karyawan bisa merekrut mahasiswa tersebut. 

3. Adanya tenaga kerja yang mengaudit perusahaan tanpa mengeluarkan 

biaya dengan adanya laporan magang yang diberikan kepada 

perusahaan. 

4. Instansi/lembaga akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa yang 

melakukan praktek. 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk 

pembangunan suatu negara. Salah satu jenis pajak yang digunakan untuk 

membiayai kepentingan negara adalah pajak penghasilan. Dalam undang-undang 

No. 36 tahun 2008 dalam pasal yang mengatur tentang pajak penghasilan pasal 
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23, Perum Perhutani KPH Jember merupakan Badan Umum Milik Negara 

(BUMN) yang menjadi wajib pajak badan. Dalam pelaksanaanya, Perum 

Perhutani KPH Jember dituntut harus baik dan benar secara administrasi maupun 

pelaksanaan perpajakan terkait PPh pasal 23, maka untuk itu penulis perlu 

mengetahui prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan 

pasal 23 atas jasa sewa kendaraan di Perum Perhutani KPH Jember. 

 

1.4 Jangka Waktu Pelaksanaan dan Objek Praktek Kerja Nyata 

1.4.1 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama 40 hari sejak tanggal 6 Maret 

2018 hingga 13 April 2018 sesuai dengan hari dan jam kerja sebagai berikut : 

Senin – Kamis  : 07.00 – 15.30 WIB 

Jum’at   : 07.00 – 14.00 WIB 

1.4.2   Objek Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata ini dilakukan di Perum Perhutani KPH Jember yang 

beralamatkan di Jalan Letjend S. Parman No. 04 Jember. 

Telp. : (0331) 336841, (0331) 336885 

Fax : (0331) 336421 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1       Pengertian Pajak 

 Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan 

digunakan untuk kepentingan pemerintah dan  masyarakat umum. Rakyat yang 

membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena 

pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. 

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan 

pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan 

pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.  

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapakan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat”.  

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani (2015:4), Pajak adalah iuran masyarakat 

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak 

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara 

untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. (2015:4), Pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat 

ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R. 

(2015:5), Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, 
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berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat 

imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan 

tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. 

Menurut Agus Smbodo dalam buku yang berjudul Pajak Dalam Entitas 

Bisnis (2015:5), Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa ciri-ciri pajak sebagai berikut: 

1. Merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara 

2. Tanpa kontrapretasi secara langsung 

3. Dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

4. Berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya 

tegas dan bisa dipaksakan 

5. Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah/kemakmuran 

masyarakat 

6. Memiliki fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah (budgetair) dan 

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam 

bidang ekonomi 

 

2.2     Fungsi Pajak 

Menurut Agus Smbodo dalam buku yang berjudul Pajak Dalam Entitas 

Bisnis (2015:7), Pajak memiliki lima macam fungsi, yaitu: 

1. Fungsi penerimaan (budgetair)  

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari 

masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan 

harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, semakin tinggi pula 

pajak yang harus dibayarkan. Teori ini juga banyak ditentang karena pada 

kenyataanya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi 

daripada orang kaya, tetapi orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak. 

2. Fungsi mengatur (Reguleren) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak sebagai fungsi sosial, yaitu 

diterapkannya tarif kehidupan masyarakat, sedangkan pajak sebagai fungsi 
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ekonomi, yaitu diterapkannya ekspor sehingga dapat meningkatkan kegiatan di 

bidang perekonomian. 

3. Fungsi stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 

dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran 

uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan 

efisien. 

4. Fungsi redistribusi pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

5. Fungsi demokrasi 

Merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, 

termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini pada saat sekarang 

sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat, 

khususnya pembayar pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan dengan baik, imbal 

baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik. 

Kelima fungsi tersebut merupakan peran utama pajak. Dalam 

perkembangannya, peran tersebut menjadi lebih luas dengan adanya fungsi yang 

lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini 

terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak, yaitu tarif pajak yang 

lebih besar untuk tingkat atau lapisan penghasilan yang lebih tinggi. 

 

2.3      Teori Pemungutan Pajak 

Menurut R. Santoso Brotodiharjo, SH. dalam buku pengantar Ilmu Hukum 

Pajak (2015:9), terdapat bebrapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, 

yaitu : 

1. Teori Asuransi 
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Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari 

segala kepentingannya, baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta 

bendanya, untuk perlindungan tersebut, diperlukan biaya seperti layaknya 

dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi kepada negara.  

2. Teori Kepentingan  

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah kepentingan dari masing-

masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan 

harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, semakin tinggi pula 

pajak yang harus dibayarkan. 

 

2.4       Asas Pemungutan Pajak 

     Menurut Neneng Hartati, S.E M.M. dalam buku pengantar Perpajakan 

(2015:390), Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk 

mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Asas dan prinsip 

pemungutan pajak yang baik menurut Adam Smith dalam bukunya An Inquiry 

Into The Nature and Cause of Nation. Harus memenuhi 4 (empat) asas yakni 

Equality, Certainty, Convenience of payment dan efficeient on Collection. Asas 

pemungutan pajak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Equality   

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak harus dikenakan 

kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar 

pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil 

dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk 

pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang 

diminta.  

2. Certainty  

Asas kepastian hukum dalam perpajakan sebenarnya berlaku pula secara 

universal dalam bidang hukum lainnya. Aturan hukum pajak harus secara 

jelas dan pasti mengatur tentang apa yang menjadi objek pajak, siapa yang 

menjadi subjek pajak sehingga tidak ada celah dan peluang untuk mengelakan 

diri dari pajak, menyelundupkan pajak, serta tidak mengenal kompromi. 
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Penetapan pajak itu tidak ditetapkan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib 

pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, 

kapan harus dibayar dan kapan batas akhirpembayaran.  

3. Convenience of payment 

Asas yang menyarankan agar pembayaran pajak dipungut pada waktu yang 

tepat dan dengan cara yang tepat, yang paling sesuai dan menyenangkan bagi 

wajib pajak pada umumnya. 

4. Efficient on collection 

Asas yang menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan 

cara effisien, dengan biaya administrasi yang hemat bagi aparat pajak dan 

biaya kepatuhan yang murah bagi wajib pajak. 

Sedangkan menurut W J Langen asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut : 

1. Asas Daya Pikul 

Definisi Asas Daya Pikul adalah penyesuaian besar pungutan pajak terhadap 

penghasilan wajib pajak. Seorang yang berpenghasilan besar maka akan 

membayar pajak yang lebih besar juga, demikian sebaliknya. 

2. Asas Manfaat 

Dalam asas manfaat berat pajak yang dipungut harus benar- benar 

dimanfaatkan untuk pembangunan dan kepentingan umum. 

3. Asas Kesejahteraan Rakyat 

Pajak yang dipungut adalah digunakan sebesar- besarnya untuk 

mensejahterakan rakyat. 

4. Asas Kesamaan 

Dalam asas kesamaan berarti setiap wajib pajak diberlakukan sama dalam hal 

tarif pemungutan pajak. 

5. Asas Beban Sekecil- kecilnya 

Artinya adalah pemungutan pajak tidak boleh memberatkan wajib pajak, 

maka dari itu nilai yang dikenakan harus rendah jika dibandingkan dengan 

nilai objek pajak itu sendiri. 
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Selain pendapat dari Adam Smith dan W.J. Langen, Adolf Wagner adalah seorang 

tokoh ekonomi mengemukakan pendapatnya mengenai asas pemungutan pajak 

yang baik, yaitu : 

1. Asas Politik Finansial 

Asas politik finansial berarti pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara 

harus memadai sehingga dapat membiaya pembangunan dan mendorong 

perekonomian negara. 

2. Asas Ekonomi 

Asas ini mengemukakan bahwa penentuan objek pajak harus tepat sasaran, 

seperti pada penetapan pajak pendapatan dan pajak barang mewah. 

3. Asas Keadilan 

Pemungutan pajak harus berlaku secara umum, adil dan tidak diskriminatif. 

4. Asas Administrasi 

Asas administrasi mengatur segala permasalahan berhubungan dengan 

perpajakan seperti bagaimana cara membayar pajak, besar biaya pajak dan 

dimana tempat membayar pajak. 

5. Asas Yuridis 

Asas yuridis yaitu segala pungutan pajak harus dilakukan berdasarkan 

undang-undang. 

 

2.5      Cara dan Sistem Pemungutan Pajak 

   Menurut Agus Sambodo dalam buku yang berjudul Pajak Dalam Entitas 

Bisnis (2015:11), Secara umum, terdapat tiga macam cara pemungutan pajak 

antara lain : 

1. Stelsel Nyata/Riil 

Yaitu pengenaan  pajak didasarkan pada (objek penghasilan nyata) sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya diketahui. 

Kelebihan : pajak dikenakan lebih realistis,  

Kelemahan : pajak baru dikenakan pada akhir periode. 

2. Stelsel Anggapan 
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Pengenalan pajak didasarkan pada suatau anggapan yang diatur oleh undang-

undang.  

Kelebihan : pajak dapat dibayar selama tahun berjalan,tanpa harus menunggu 

sampai akhir tahun.  

Kelemahan : pajak dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya. 

3. Stelsel Campuran 

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan 

keadaan sebenarnya. 

Sedangkan untuk sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat 3 sistem 

yaitu : 

1.  Official Assesment System 

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah/fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak. 

Ciri-ciri : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 

b. Wajib pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2. Self Assesment System  

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak 

untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. 

Ciri-ciri : 

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada wajib pajak 

sendiri, wajib pajak aktif, mulai menghitung,menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang, fiskus hanya mengawasi dan tidak campur 

tangan. 

3. With Holding System 
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Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga, bukan foskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untung 

menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-ciri : 

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. 

 

2.6       Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

2.6.1    Kewajiban Mendaftarkan Diri 

 Menurut TMBooks dalam buku yang berjudul Cermat Menguasai Seluk-

Beluk Perpajakan Indonesia (2015:6), Semua wajib pajak yang telah memenuhi 

persyaratan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan, wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat 

kegiatan usaha wajib pajak, dan kepada wajib pajak diberikan Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak 

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda 

pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. Untuk wajib pajak pribadi yang menjalankan usaha atau 

melakukan pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 

paling lambat 1 bulan setelah saat usaha. 

 Wajib pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar 

pajak, pemotong atau pemungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap , kontraktor , operator di 

bidang usaha hulu minyak dan gas bumi serta wajib pajak badan yang hanya 

memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong atau pemungut pajak sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama 

operasi (joint operation) wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 

paling lambat 1 bulan setelah saat pendirian. Setiap wajib pajak sebagai 

pengusaha yang melakukan penyerahan yang dikenai PPN, kecuali pengusaha 

kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan 
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usahanya dan mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan 

menggunakan formulir pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP). 

 Permohonan pengukuhan dilakukan secara elektronik dengan mengisi 

formulir pengukuhan pengusaha kena pajak pada aplikasi e-registration yang 

tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Permohonan 

pengukuhan yang telah disampaikan wajib pajak dianggap telah menandatangani 

secara elektronik atau digital dan memiliki kekuatan hukum. Apabila wajib pajak 

tidak dapak mengajukan permohonan pengukuhan secara elektronik, maka dapat 

dilakukan secara tertulis dengan secara tertulis disampaikan ke KPP (Kantor 

Pelayanan Pajak) atau KP2KP (Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 

Perpajakan)  yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 

kedudukan dan tempat kegiatan usaha wajib pajak. Permohonan pengukuhan 

dapat dilakukan secara lansung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa 

ekspedisi atau jasa kurir.  

 Terhadap permohonan pengukuhan PKP yang telah diberikan Bukti 

Penerimaan Surat, KPP atau KP2KP harus memberikan keputusan dalam jangka 

waktu 5 hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterbitkan. 

2.6.2    Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

 Menurut TMBooks dalam buku yang berjudul Cermat Menguasai Seluk-

Beluk Perpajakan Indonesia (2015:219), Wajib pajak wajib membayar atau 

menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke 

kas negara melalui tempat pembayaran. Pembayaran dan penyetoran pajak juga 

dapat dilakukan dengan menggunakan saran administrasi lain yang kedudukannya 

disamakan dengan SSP. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo 

pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak 

bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah saat terutangnya 

pajak atau berakhirnya masa pajak. 

2.6.2.1 Surat Setoran Pajak (SSP) 

 Menurut TMBooks dalam buku yang berjudul Cermat Menguasai Seluk-

Beluk Perpajakan Indonesia (2015:219), Surat Setoran Pajak atau sarana 

administrasi lain berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan 
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oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah 

mendapatkan validasi berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).  

2.6.2.2 Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) 

 Menurut TMBooks dalam buku yang berjudul Cermat Menguasai Seluk-

Beluk Perpajakan Indonesia (2015:219), Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) adalah 

sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor 

penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatakan validasi.  

1. Pembayaran Pajak dan Surat Setoran Pajak. Pembayaran pajak di lakukan 

dengan beberapa cara sebagai berikut:  

a. Membayar sendiri  pajak yang terutang.  

b. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain.  

c. Melalui pembayaran pajak di luar negeri.  

d. Pemungutan PPN olenh pihak penjual atau oleh pihak yang di tunjuk 

pemerintah.  

e. Pembayaran pajak lainnya seperti:  

f. Pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).  

g. Pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).  

h. Pembayaran bea materai. 

2.6.2.3 Surat Pemberitahuan Tahunan 

 Menurut TMBooks dalam buku yang berjudul Cermat Menguasai Seluk-

Beluk Perpajakan Indonesia (2015:220), Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat 

Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia 

dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan 

menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak 

tempat wajib pajak terdaftar atau di kukuhkan atau tempat lain yang di tetapkan 

Dirjen Pajak, seperti pokok pajak, mobil pajak, dan tempat khusus penerimaan 

SPT (Drop box). 

2.6.2.4 Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan  

 Menurut TMBooks dalam buku yang berjudul Cermat Menguasai Seluk-

Beluk Perpajakan Indonesia (2015:220), Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan 

(SPT) bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 
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mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang 

dan untuk melaporkan: 

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan  

atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun 

pajak atau bagian tahun pajak; 

2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak; 

3. Harta dan kewajiban atau; 

4. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau 

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

  Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), fungsi SPT adalah sebagai sarana 

untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN (Pajak 

Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) yang 

sebenarnya terutang dan untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap 

pajak keluaran dan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 

sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan/atau melalui pihak lain dalam satu 

masa pajak. 

2.6.2.5 Cara Penyampaian SPT 

 Menurut Liberti Pandiangan dalam buku yang berjudul Cara Menghindari 

37 Larangan Perpajakan (2014:33), SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap, 

dan jelas wajib disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak 

terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. 

Wajib pajak dapat menyampaikan SPT/E-SPT dengan cara : 

1. Mendatangi langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau Pojok 

pajak/mobil pajak/drop box terdekat; 

2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui perusahaan jasa 

ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak terdaftar. Penyampaian 

SPT/E-SPT secara langsung disampaikan dalam amplop tertutup dengan 

menulis nama wajib pajak, NPWP, tahun pajak, status SPT (Nihil/kurang 

bayar/lebih bayar), dan No.Telp. 
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3. Dengan E-Filling melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang 

ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak 

   Atas penyampaian SPT secara langsung akan diberikan tanda penerimaan 

surat, sedangkan atas penyampaian SPT melalui E-Filling diberikan bukti 

penerimaan elektronik. Bukti pengiriman surat bagi wajib pajak yang 

menyampaikan SPT melalui pos atau tanda penerimaan surat bagi wajib pajak 

yang menyampaikan SPT melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang 

dianggap sebagai bukti penerimaan SPT.   

2.6.2.6 Batas Waktu Penyampaian SPT 

 Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

PER-21/PJ/2009, dijelaskan bahwa Batas Waktu Penyampaian SPT adalah : 

1. Untuk SPT masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak; 

2. Untuk SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan 

setelah akhir tahun pajak; atau 

3. Untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah 

akhir tahun pajak. 

 

2.7      Pajak Penghasilan (PPh) 

2.7.1   Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 

           Menurut Neneng Hartati, S.E,M.M dalam buku yang berjudul Pengantar 

Perpajakan (2015:187), Pajak penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak subjektif 

yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya 

kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek 

pajak lainnya. PPh dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan 

Kena Pajak (PKP) untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi 

 Perhitungan besarnya PPh didasarkan pada wajib pajak badan, penghasilan 

bruto dapat dikurangi dengan biaya-biaya yang disebut sebagai biaya untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.  

2.7.2    Subjek Pajak Penghasilan (PPh) 
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Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dalam pasal 2 ayat 1, 

menyebutkan pihak yang termasuk sebagai subjek pajak meliputi : 

1. Orang pribadi; 

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak; 

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 

kolektif dan bentuk usaha tetap; dan 

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak 

bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia 

tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 

12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: 

a. tempat kedudukan manajemen; 

b. cabang perusahaan; 

c. kantor perwakilan; 

d. gedung kantor; 

e. pabrik; 

f. bengkel; 

g. gudang; 

h. ruang untuk promosi dan penjualan; 

i. pertambangan dan penggalian sumber alam; 

j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 

k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; 
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l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 

m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, 

sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan; 

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya 

tidak bebas; 

o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi 

asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan 

p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, 

disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk 

menjalankan kegiatan usaha melalui internet. 

2.7.2.1 Subjek Pajak Dalam Negeri 

 Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dalam pasal 2 ayat 3, 

menyebutkan pihak yang termasuk sebagai subjek pajak dalam negeri meliputi : 

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di 

Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di 

Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi 

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)   

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan 

lainnya termasuk reksadana. 

3. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 

a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

b. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD 
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c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah 

d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. 

e. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 

2.7.2.2 Subjek Pajak Luar Negeri 

 Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dalam pasal 2 ayat 4, 

menyebutkan pihak yang termasuk sebagai subjek pajak luar negeri meliputi : 

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. 

2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan 

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 

yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan 

dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha 

Tetap (BUT) di Indonesia. 

2.7.2.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak 

 Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dalam pasal 3 ayat 1, 

menyebutkan pihak yang tidak termasuk sebagai subjek pajak meliputi : 

1. Kantor perwakilan negara asing; 

2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari 

negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang 

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: 

a. Bukan warga Negara Indonesia; dan 

b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di 

luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta 

c. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 
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3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Keuangan dengan syarat : 

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 

b. Tidak menjalankan usaha; atau 

c. Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain 

pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari 

iuran para anggota; 

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat : 

a. Bukan warga negara Indonesia; dan 

b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk 

memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

2.7.3    Objek Pajak Penghasilan (PPh) 

  Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dalam pasal 4 ayat 1 UU 

PPh menetapkan definisi penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari 

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun termasuk: 

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk 

lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan; 

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan; 

3. Laba usaha; 

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, 

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan 

lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau 

anggota  
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c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan atau pengambilalihan usaha; 

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan 

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan 

antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh 

hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau 

permodalan dalam perusahaan pertambangan. 

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya; 

6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi ; 

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

14. Premi asuransi; 

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 
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17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 

19. Surplus Bank Indonesia. 

2.7.4   Tidak Termasuk Objek Pajak 

 Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dalam pasal 4 ayat 3, 

menyebutkan jenis penghasilan yang bukan objek pajak meliputi : 

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di 

Indonesia; 

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau 

badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi 

yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan 

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara 

pihak-pihak yang bersangkutan; 

3. Warisan; 

4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 

saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari 

wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib 

Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak 

yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh; 

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna dan asuransi beasiswa; 
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7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, BUMN atau BUMD dari 

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat 

kedudukan di Indonesia dengan syarat : 

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, 

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling 

rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; 

8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja 

maupun pegawai; 

9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-

bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; 

10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, 

perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan 

kontrak investasi kolektif; 

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan 

pasangan usaha tersebut: 

a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang 

menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan 

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 

12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu: 

a. Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wajib 

Pajak (WP) pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan 

formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar 

negeri; 
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b. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, 

direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa; 

c. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke 

sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang 

studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup 

yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar; 

13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, 

yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan 

kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan 

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut; 

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya 

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

2.8 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

2.8.1  Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23 

 Menurut TMBooks dalam buku yang berjudul cermat menguasai seluk-

beluk perpajakan Indonesia (2015:260), Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak 

yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan 

penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Maka, pemotong PPh pasal 

23 meliputi : 

a. Badan pemerintah; 

b. Subjek pajak badan dalam negeri; 

c. Penyelenggara kegiatan; 

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT); 

e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; 

f. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktorat 

Jenderal Pajak.   
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 Sedangkan penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 terdiri dari 

wajib pajak dalam negeri dan BUT. 

2.8.2    Tarif dan Objek Pajak 

 Menurut TMBooks dalam buku yang berjudul cermat menguasai seluk-

beluk perpajakan Indonesia (2015:260), 

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas : 

o Dividen; 

o Bunga; 

o Royalty; 

o Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah 

dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21; 

2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:  

o Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); 

o Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah 

dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Jenis jasa lain terdiri dari : 

3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu: 

o Jasa penilai; 

o Jasa Aktuaris; 

o Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 

o Jasa perancang; 

o Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh 

BUT; 

o Jasa penunjang di bidang penambangan migas; 

o Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan 

selain migas; 

o Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 

o Jasa penebangan hutan 

o Jasa pengolahan limbah 
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o Jasa penyedia tenaga kerja 

o Jasa perantara dan/atau keagenan; 

o Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang 

dilakukan KSEI dan KPEI; 

o Jasa kustodian/penyimpanan-/penitipan, kecuali yang dilakukan 

oleh KSEI; 

o Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; 

o Jasa mixing film; 

o Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, 

pemeliharaan dan perbaikan; 

o Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, 

gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai 

izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi 

o Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin, peralatan, 

listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang 

konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai 

pengusaha konstruksi 

o Jasa maklon 

o Jasa penyelidikan dan keamanan; 

o Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; 

o Jasa pengepakan; 

o Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media 

luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; 

o Jasa pembasmian hama; 

o Jasa kebersihan atau cleaning service; 

o Jasa katering atau tata boga. 

4. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh 

Pasal 23 
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5. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan 

yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo 

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan 

luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha 

tetap, tidak termasuk: 

a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain 

sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diabayarkan oleh 

wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang 

melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa; 

b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material 

(dibuktikan dengan faktur pembelian); 

c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk 

selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur 

tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis); 

d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian 

pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh 

pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan 

atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga). 

2.8.3  Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23 

 Menurut TMBooks dalam buku yang berjudul Cermat Menguasai Seluk-

Beluk Perpajakan Indonesia (2015:264), PPh Pasal 23 juga mengatur beberapa 

penghasilan yang tidak dikenakan pajak dengan rincian daftar berikut ini. 

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 

2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha 

dengan hak opsi. 

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, dan BUMN/BUMD dari 

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di 

Indonesia dengan syarat: 

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; 
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b. Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada 

badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah 

modal yang disetor; 

c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit 

penyertaan kontrak investasi kolektif; 

d. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan koperasi kepada 

anggotanya; 

e. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa 

keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau 

pembiayaan. 

2.8.4  Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 

 Menurut Agus Sambodo dalam buku yang berjudul Pajak Dalam Entitas 

Bisnis (2015:115), 

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, 

disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, 

tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 

2. PPh Pasal 23 disetor oleh pemotong pajak paling lambat tanggal sepuluh 

bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. 

3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  setempat, 

paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. 

 Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 

bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, 

penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

 

2.8.5  Bukti Pemotong PPh Pasal 23 

 Menurut TMBooks dalam buku yang berjudul Cermat Menguasai Seluk-

Beluk Perpajakan Indonesia (2015:266), Pemotong Pajak harus memberikan 

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan 

yang telah dipotong PPh Pasal 23. 
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2.9    Akuntansi Pajak 

2.9.1 Definisi Akuntansi Pajak 

 Menurut Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2010:7-8), Akuntansi yang 

diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi 

pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat 

transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak 

WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan sedangkan akuntansi 

komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan 

perpajakan, akuntansi komersial harus disesuikan dengan aturan perpajakan yang 

berlaku di Indonesia. 

2.9.2  Fungsi Akuntansi Pajak 

 Menurut Agus Sambodo dalam bukunya yang berjudul Pajak Dalam 

Entitas Bisnis (2015:158), Secara umum berikut ini yaitu fungsi atau peran 

akuntansi perpajakan : 

 Untuk merancang strategi perpajakan yang harus diambil oleh perusahaan, 

strateginya yang positif tetapi tidak melakukan suatu kecurangan / 

penggelapan pajak. 

 Untuk menganalisa serta untuk memprediksi nilai potensi pajak yang 

harus ditanggung atau dibayarkan oleh suatu perusahaan dalam masa 

depan. 

 Berfungsi untuk mengimplementasikan perlukan akuntansi terhadap setiap 

kegiatan perusahaan lalu menyajikannya dalam suatu bentuk informasi 

laporan keuangan fiskan maupun dalam bentuk sebuah laporan keuangan 

komersial. 

 Berfungsi untuk mendokumentasikan perpajakan dengan baik, dan untuk 

dijadikan bahan evaluasi. 

2.9.3  Prinsip Akuntansi Perpajakan 

 Menurut Agus Sambodo dalam bukunya yang berjudul Pajak Dalam 

Entitas Bisnis (2015:159), Prinsip yang terdapat dalam akuntansi pajak 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Kesatuan Akuntansi 

Pada prinsip yang satu ini, maka Perusahaan dianggap satu kesatuan 

ekonomi yang terpisah dengan suatu pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

suatu sumber-sumber perusahaan. 

2. Kesinambungan 

Pada prinsip yang satu ini mengatakan bahwa suatu entitas ekonomi 

diasumsikan akan terus menerus melanjutkan sebuah usahanya dan tidak akan 

dibubarkan. 

3. Harga Pertukaran Obyektif 

Pada prinsip yang satu ini yaitu Transaksi keuangan harus dinyatakan 

dengan nilai uang. Obyektif  berarti yaitu sebagai berikut: 

 Tidak dipengaruhi oleh adanya sebuah hubungan istimewa 

 Bisa diuji oleh pihak independent, 

 Tidak adanya transfer pricing 

 Tidak terdapat mark-up, tidak ada KKN, dan lain sebagainya. 

4. Konsistensi 

Prinsip yang satu ini mengatakan bahwa penggunaan metode dalam  

suatu pembukuan tidak boleh berubah-ubah. Misalnya : 

 Pada penentuan tahun buku 

 Pada perhitungan penyusutan 

 Pada perhitungan persediaan 

 Pada pengakuan nilai kurs valuta asing. 

 

2.10 Pengertian Sistem 

 Pengertian sistem menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut : 

1. Mulyadi (2016:2) dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi, Sistem 

adalah sekelompok unsur yang erat terhubung satu dengan lainnya, yang 

berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

2. Azhar Susanto (2013:22) dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi 

Akuntansi, Sistem adalah kumpulan dari sub sistem/bagian/komponen 
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apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain 

dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. 

 

2.11   Pengertian Sistem Akuntansi 

Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi 

(2016:3), sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang 

dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Adapun 

unsur-unsurutama sistem akuntansi adalah sebagai berikut : 

1. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya 

transaksi. Formulir sering disebut sebagai dokumen karena dengan formulir 

peristiwa yang terjadi di dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di 

atas secarik kertas. Formulir juga disebut sebgai media. 

2. Jurnal adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, 

mengklasifikasi, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Sumber 

informasi dari jurnal adalah formulir. Di dalam jurnal inilah data keuangan 

diklasifikasi menurut golongan yang sesuai dengan informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan. 

3. Buku besar terdiri akun-akun yang digunakan untuk meringkas data 

keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Akun-akun dalam 

buku besar yang disediakan sesuai dengan informasi yang akan disajikan 

dalam laporan keuangan. 

4. Buku pembantu adalah rincian lebih lanjut dari buku besar jika diperlukan. 

Buku pembantu terdiri dari akun-akun pembantu yang merinci data 

keuangan yang tercantum dalam buku besar tertentu. 

5. Laporan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan ini berisi 

informasi yang merupakan keluaran (output) sistem akuntansi.  

 

2.12 Pengertian Prosedur 

Definisi tentang prosedur para ahli memiliki beberapa pendapat, yaitu : 
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1. Mulyadi (2016:4) dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi, prosedur 

adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkat beberapa orang 

dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan 

secara seragsm transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 

2. Lilis puspitawati dan Sri dewi Anggadini (2011:23) dalam bukunya yang 

berjudul Sistem Informasi Akuntansi, prosedur adalah Serangkaian 

langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan 

urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan 

suatu permasalahan. 

 

2.13 Simbol Bagan Alir (Flowchart) 

Menurut Mulyadi (2016:45) dalam bukunya yang berjudul Sistem 

Akuntansi, sistem akuntansi dapat dijelaskan menggunakan bagan alir dokumen. 

Gambar dibawah ini merupakan simbol-simbol analisis sistem untuk membuat 

bagan alir dokumen yang menggambarkan sistem tertentu. Simbol-simbol standar 

dengan maknanya masing-masing dapat dilihat pada  

Tabel 2.13 Simbol standar bagan alir dokumen. Sumber: Mulyadi (2016: 47-49) 

No. Simbol Keterangan 

1  Dokumen. Digunakan untuk 

menggambarkan semua jenis dokumen. 

2  Dokumen dan Tembusannya. Digunakan 

untuk menggambarkan dokumen asli dan 

tembusannya. Nomer lembar dokumen 

dicanrumkan di sudut kanan atas. 

3  Catatan. Mencatat data yang direkam 

sebelumnya di dalam dokumen atau 

formulir. Seperti jurnal, buku besar dan 

buku pembantu. 
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4  Penghubung pada halaman yang berbeda 

(off page connector). menggambarkan 

bagan alir suatu sistem akuntansi yang 

diperlukan lebih dari satu halaman. 

5  Penghubung pada halaman yang sama. 

menggambarkan bagan alir, arus dokumen 

dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari 

kiri ke kanan. 

6  Kegiatan manual. menggambarkan 

kegiatan manual, seperti menerima order 

pembelian. 

7  Keterangan komentar. untuk 

menambahkan keterangan penjelas. 

8  Arsip Sementara. tempat penyimpanan 

dokumen sementara. Urutan pengarsipan 

sesuai: A(abjad), N(nomer urut), T(tanggal). 

9  Arsip Permanen. tempat penyimpanan 

dokumen permanen. 

10  On-line Computer Process. 

menggambarkan pengolahan data dengan 

komputer. 
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11  Keying (Typing Verifying). 

menggambarkan pemasukan data ke dalam 

komputer melalui on-line computer. 

12  On-line Storage. Menggambarkan arsip 

computer yang berbentuk on-line (di dalam 

memori komputer). 

13                    

                              

Masuk/Akhir Sistem. menggambarkan 

awal dan akhir suatu sistem akuntansi. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1  Sejarah Singkat Perum Perhutani KPH Jember  

 Perum Perhutani KPH Jember merupakan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) berada di bawah naungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 

didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1972 tentang pendirian 

Perusahaan Umum Kehutanan Negara dengan Kawasan Unit I Jawa Tengah dan 

Unit II Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1978, 

wilayah kerja tersebut diperluas dengan Unit III Jawa Barat. 

 Pendirian Perum Perhutani disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 36 tahun 1986 yang diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah No. 53 

tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). 

Sejak tanggal 13 juni 2001, berdasarkan PP Nomor 14 tahun 2001 secara resmi 

status Perum Perhutani menjadi PT. Perhutani (Persero) yang dilaksanakan sejak 

2 juli 2001. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.07.P/Hum/2001 bentuk 

hukum PT. Perhutani (Persero) kembali ke Perum Perhutani berdasarkan PP 

No.30 tahun 2003 tanggal 11 juni 2003. 

 Perum Perhutani KPH Jember Unit II Jawa Timur guna meningkatkan 

kemampuan usaha dan produktivitas dari perusahaan Kehutanan Negara dengan 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur peleburan dari perusahaan 

kehutanan negara Jawa Timur dan Jawa Tengah yang masing-masing didirikan 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961 (Lembaga Negara RI tahun 

1961 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2173) dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 1961 (Lembaran Negara RI Nomor 2147) ke dalam 

satu Badan Usaha Negara dengan bentuk Perusahaan Umum (Perum).  

 Perum Perhutani KPH Jember dalam pengelolaan sumber daya hutan 

dengan pola PHBM yang mempunyai jiwa berbagi antara Perum Perhutani, Stake 

Holder dan MDH. Pola tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

ekosistem, peningkatan dan keberlanjutan pengusaha hutan yang dilaksanakan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


32 
 

 
 

sesuai karakteristik wilayah serta pemberdayaan SDM melalui lembaga 

perekonomian. 

3.1.1    Visi Misi Perusahaan 

Visi : 

Menjadi pengelola hutan tropis terbaik di dunia.  

Misi : 

1. Mengelolah hutan tropis dengan prinsip pengelolaan lestari bersama 

masyarakat.  

2. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai sumber daya hutan. 

3. Mengoptimalkan manfaat hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan 

serta potensi lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan 

keuntungan perusahaan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. 

4. Membangun sumber daya manusia perusahaan yang bersih, berwibawa 

dan profesional. 

5. Mendukung dan berperan serta dalam pembangunan wilayah dan 

perekonomian nasional. 

3.1.2    Keadaan Umum Perusahaan 

A. Lokasi 

      Secara Administratif pemerintah daerah, keseluruhan wilayah berada di 

Kabupaten Jember, dibatasi oleh : 

a. Utara           : KPH Bondowoso 

b. Timur          : KPH Banyuwangi Barat Selatan 

c. Selatan        : Samudera Indonesia 

d. Barat           : KPH Probolinggo 

      Dan berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sampean. Sedangakan Kabupaten 

Jember memiliki luas daerah = 329.333,9 ha 

B. Batas – batas wilayah kesatuan pemangkutan hutan (KPH) Jember adalah : 

1) Dari barat laut dimulai dari titik pertemuan batas daerah Kabupaten           

Jember/Lumajang/Probolinggo. 
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2) Ke timur mengikuti batas derah Jember/Lumajang/Probolinggo sampai 

puncak  Gunung Raung S.887/3332 sebagai titik pertemuan batas daerah 

Kabupaten Jember/Bondowoso/Banyuwangi. 

3) Ke selatan mengikuti batas derah kabupaten Jember/Banyuwangi sampai 

titik silang dengan jalan kereta api sampai titik silang dengan batas daerah 

Kabupaten/Banyuwangi diatas terowongan mrawan. 

4) Ke selatan mengikuti batas daerah Kabupaten Jember sampai Samudera 

Indonesia. 

5) Ke barat menyusuri pantai tersebut sampai titik pertemuan batas daerah 

Kabupaten Jember/Lumajang (termasuk pulau Nusa Barong dan pulau-

pulau kecil disekelilingnya). 

6) Kemudian ke utara mengikuti batas Kabupaten Jember sampai titik silang 

ke jalan raya ke Banyuwangi. 

C. Iklim wilayah KPH Jember 

1) Type B dibagian Barat/Utara (BKPH Lereng Yang Barat dan Lereng Yang 

Timur). 

2) Type C dibagian Utara dan di bagian Tengah (BKPH Sumberjambe, 

Sempolan dan Mayang). 

3) Type D dibagian Selatan (BKPH Ambulu dan Wuluhan). 

 

3.2       Struktur Organisasi 

 Tercapainya suatu tujuan perusahaan adalah tergantung pada beberapa 

aspek terutama di bidang organisasi dan manajemen. Pengorganisasian dan 

koordinasi antar bagian kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan agar dapat 

dijalankan dengan baik. Hubungan dan koordinasi antar bagian dalam oerganisasi 

digambarkan dalam suatu bagan yang disebut dengan struktur organisasi. Melalui 

struktur oerganisasi sekaligus menegaskan tentang tugas, wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing bagian. Seluruh staf dapat bekerja dengan baik apabila ada 

hubungan timbal balik antara pimpinan dan bawahan sehingga tercipta kinerja 

yang baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. 
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Gambar 3.2.1 Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Jember 
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Nama Jabatan : ADMINISTATUR PERHUTANI/KPH  

Tugas Pokok   :   

Menyelenggarakan ketatalaksanaan perusahaan, pengamanan hutan dan hasil 

hutan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait 

dalam wilayah kerjanya. Adapun fungsi Administratur Perhutani/KPH dalam 

menyelenggarakan tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Melaksanakan penyusunan Rencana Tehnik Tahunan (RTT), Rencana 

Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP), Rencana Lima Tahun Perusahaan 

(RLTP) dan Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja (RAPB). 

2) Melaksanakan penyusunan Rencana Operasional (RO), berdasarkan 

rencana kerja dan anggaran dalam bidang pengelolaan Perusahaan. 

3) Memimpin, Melaksanakan, mengendalikan dan mengamankan 

pelaksanaan rencana dan program kerja serta kebijaksanaan yang telah 

ditetapkan. 

4) Melakukan bimbingan, pembinaan,pengawasan dan penilaian terhadap 

aparat bawahannya. 

5) Bertindak sebagai ordonatur dan bendaharawan materil. 

6) Mengatur pelaksanaan tugas-tugas pengolahan hutan , pengamanan hutan 

dan hasil hutan serta kehumasan dan keagrariaan. 

7) Melaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi dan lembaga-lembaga 

yang terkait. 

8) Ikut membina industri kecil meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

sekitar hutan. 

9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan. 

10) Menyampaikan pertanggungan jawab pelaksanaan tugasnya kepada 

Kepala Unit 

 

Nama Jabatan : WAKIL ADMINISTRATUR PERHUTANI/KSKPH 

Tugas Pokok  : 

Membantu Administratur dan menyelenggarakan pengolahan hutan, pengamanan 

hutan dan hasil hutan serta koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga 
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terkait wilayah kerjanya. Adapun fungsi Wakil Administratur Perhutani/KSKPH 

dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Membantu pelaksanaan dan pengendalian operasional meliputi tehnik 

kehutanan,keamanan hutan, dan hasil hutan,tehnik dan 

perlengkapan,kepegawaian,keuangan dan tata usaha. 

2) Melakukan bimbingan,pembinaan,pengawasan dan penilaian terhadap 

pelaksaan pekerjaan. 

3) Membantu pembinaan industri kecil dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat disekitar hutan. 

4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait. 

5) Memberikan pelayanan terhadap pengesahan kayu hak milik. 

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Administartur. 

 

Nama Jabatan : KEPALA PERENCANAAN & PENGEMBANGAN BISNIS  

Tugas Pokok  : 

Melaksanakan pekerjaan ketatalaksanaan tehnik kehutanan meliputi bidang 

perencanaan, humas , agraria dan evaluasi . Adapun fungsi dalam 

menyelenggarakan tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Menyusun konsep RTT, RKTP, RLTP, berdasarkan RPKH/bagan kerja. 

2) Membuat RO, nomor pekerjaan berdasarkan RTT dan RAPB yang sudah 

disahkan. 

3) Membantu menyusun RAPB dan tarif upah. 

4) Membuat surat perintah Pelaksanaan Kerja (SPPK) berdasarkan RTT yang 

sudah disahkan. 

5) Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kehutanan dan keagrariaan. 

6) Melakukan pembinaan pelaksanaan teknik, dan administrasi 

keuangan,evaluasi dan pemetaan pelaksanaan pekerjaan. 

7) Mengisi buku statistik perusahaan. 

8) Membantu mengoreksi pembayaran berdasarkan RO. 

9) Melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap 

aparat bawahannya. 
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10) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan pebimbing. 

11) Bertanggung jawab kepada Administratur. 

 

Nama jabatan : SUB SEKSI PERENCANAAN SDH, PENGEMBANGAN 

BISNIS & KERJASAMA USAHA. 

Tugas pokok  : 

Melaksanakan, mengatur, dan melakukan koordinasi urusan perencanaan. Adapun 

fungsi dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Melaksanakan penyusunan RTT, RKTP, RLTP dan RO. 

2) Melaksanakan pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) dan nomor 

pekerjaan. 

3) Menghimpun dan melaporkan hasil pekerjaan palbatas. 

4) Melaksanakan  pengisian buku statistik dan buku Taksasi. 

5) Menyususun Normal Progres Schedule (NPS) pekerjaan tehnik kehutanan. 

6) Melaksanakan pembuatan peta pengajuan pekerjaan. 

7) Menyusun rencana anggaran biaya pekerjaan tehnik bangunan yang 

dikerjakan swakelola. 

8) Melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap 

bawahannya. 

9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin. 

 

Nama Jabatan : SUB SEKSI SDM, UMUM & K3 

Tugas pokok  : 

Melaksanakan, mengatur,mengkoordinasikan kegiatan bidang Tata Usaha 

meliputi bidang Umum, Personalia, Keuangan dan Hasil Hutan.Adapun fungsi 

dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Melaksanakan penyusunan RABP berdasarkan RKTP. 

2) Melaksanakan penyusunan RO program kerja dalam bidang Umum, 

personalia,keuangan dan hasil hutan. 

3) Memimpin,melaksanakan,menertibkan,mengendalikan dan mengamankan 

pelaksanaan kerja tata usaha. 
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4) Bertindak sebagai bendaharawan cabang di KPH. 

5) Menyiapkan bahan laporan pekerjaan tata usaha. 

6) Menbantu penyusunan tarif upah. 

7) Melakukan bimbingan,pembinaan,pengawasan dan penilaian terhadap 

pekerjaan ketatausahaan kepada KPH serta aparat bawahannya. 

8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

9) Bertanggung jawab kepada Administratur. 

 

Nama jabatan : ASMAN PENGELOLAAN ECOTURISM DAN ASET 

Tugas Pokok  : 

Melaksanakan,mengatur dan melakukan koordinasi pekerjaan urusan umum dan 

gudang.Adapun fungsi dalam menyelenggarakan tugas pokok adalah sebagai 

berikut : 

1) Membuat RO urusan umum. 

2) Melaksanakan pekerjaan surat menyurat. 

3) Mengatur keperluan alat-alat tulis, perlengkapan kantor dan iventaris. 

4) Mengelola brang-barang inventaris, barang gudang dan aktiva tetap. 

5) Mengurus, memelihara dan mengatur pemakaian kendaraan dinas serta alat 

komunikasi. 

6) Melaksanakan pekerjaan urusan rumah tangga KPH. 

7) Melaksanakan bimbingan,pembinaan,pengawasan dan penilaian terhadap 

bawahannya. 

8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Nama Jabatan : SUB SEKSI KOMUNIKASI PERUSAHAAN & PELAPORAN 

Tugas Pokok  : 

Melaksanakan ,mengatur dan melakukan koordinasi urusan personalia.Adapun 

fungsi Kepala Urusan Personalia dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1) Membuat RO urusan personalia. 
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2) Mengerjakan surat-surat keputusan, daftar gaji, upah, tunjangan-tunjangan, 

cuti, SPJ dinas, daftar keluarga dan restitusi pengobatan. 

3) Membuat usulan pensiun,mutasi,promosi dan penghargaan pegawai. 

4) Mengurusi asuransi ,taspen,pajak pendapatan pegawai dan perlindungan 

tenaga kerja. 

5) Mengatur, menyimpan surat-surat rahasia berkas kepegawaian ,dan daftar 

penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3).  

6) Membuat laporan bidang kepegawaian ,daftar nominatif dan Daftar Urutan 

Kepangakatan (DUK). 

7) Mengatur pelaksanaan ketertiban dan pembinaan pegawai. 

8) Melakukan bimbingan ,pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap 

bawahannya. 

9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. 

 

Nama jabatan : SUB SEKSI KEUANGAN, PKBL DAN BANGKOP 

Tugas pokok  : 

Melaksanakan,mengatur dan melakukan koordinasi urusan keuangan.Adapun 

fungsi Kepala Urusan Keuangan dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1) Membantu menyusun RAPB, RO dan cash flow. 

2) Melaksanakan koreksi surat-surat bukti,pembukuan,pengajuan/permintaan 

uang kerja,laporan dari bagian-bagian. 

3) Menyusun laporan pokok keuangan yang terdiri dari : 

Neraca, laporan, rugi/laba, analisa keuangan dan pengamatan anggaran. 

4) Menyusun Laporan pendukung antara lain : 

Utang, piutang, pengamatan barang gudang, mutasi persediaan hasil hutan, 

perpajakan, IHH, BPPHH, laporan pelaksanaan, pembangunan ,dsb. 

5) Membantu menyusun laporan manajemen keuangan KPH. 

6) Membantu menyusun petunjuk tehnis pembukuan , perbendaharaan, 

perpajakan, pengajuan, permintaan uang kerja ke unit. 
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7) Melakukan bimbingan , pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap 

bawahannya. 

8) Menyimpan dan mengarsipkan bukti-bukti keuangan. 

9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinannya. 

 

Nama jabatan : SUB SEKSI PERENCANAAN SDH, PENGEMBANGAN 

BISNIS & KERJASAMA USAHA 

Tugas Pokok  : 

Mengatur ,mengawasi dan melaksanakan pekerjaan tehnik bangunan dan instalasi 

.Adapun fungsi dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai berikut : 

1) Membuat rencana operasional tehnik bangunan dan instalasi. 

2) Menyiapkan bestek dan rencana biaya pekerjaan tehnik bangunan dan 

instalasi. 

3) Melakukan pemeriksaan dan iventaris terhadap sarana dan prasarana 

perusahaan. 

4) Melaksanakan pekerjaan tehnik bangunan secara swakelola. 

5) Menyiapkan data untuk laporan pekerjaan bangunan,dan konsep RTT 

prasarana hutan. 

6) Bertindak sebagai PCC dan pembantu bendaharawan materil. 

7) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bangunan dan instalasi yang di lakukan 

oleh rekanan/pemborong. 

8) Melakukan bimbingan ,pembinaan,pengawasan,dan penilaian terhadap 

aparat bawahannya. 

9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin. 

10) Bertanggung jawab kepada Administratur 

  

Nama jabatan : SUB SEKSI HUKUM, KEPATUHAN, TENURIAL, AGRARIA 

DAN MANAGEMEN RESIKO  

Tugas pokok  : 

Mengatur,mengawasi ,dan melaksanakan pekerjaan tehnik bangunan.Adapun 

fungsi dalam menyelenggarakan tugas pokok adalah sebagai berikut : 
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1) Membuat RO tehnik bangunan. 

2) Menyiapkan bestek dan rencana biaya pekerjaan tehnik bangunan. 

3) Melakukan pekerjaan dan inventaris terhadap sarana dan prasarana 

perusahaan. 

4) Mengerjakan pekerjaan tehnik bangunan secara swakelola. 

5) Menyiapkan data untuk laporan pekerjaan bangunan dan konsep RTT 

prasarana hutan. 

6) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bangunan yang dilakukan oleh 

rekanan/pemborong. 

7) Melakukan bimbingan,pembinaan,pengawasan dan penilaian terhadap 

bawahannya. 

8) Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Nama jabatan : SUB SEKSI SARPRA & ASET 

Tugas Pokok  : 

Mengatur,mengawasi dan melaksanakan pekerjaan instalasi. Adapun fungsi dalam 

menyelenggarakan tugas pokok adalah sebagai berikut : 

1) Membuat rencana operasional di bidang instalasi. 

2) Menyiapkan bestek dan rencana biaya pekerjaan instansi. 

3) Melakukan pemeriksaan dan inventaris terhadap istansi perusahaan. 

4) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan instansi yang dilaksanakan oleh 

rekan/pemborong. 

5) Menyiapakan dfata untuk laporan pekerjaaan instansi. 

6) Melakukan bimbingan ,pembinaan,pengawasan dan penilaian terhadap 

bawahannya. 

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Nama Jabatan : SUB SEKSI PEMBINAAN SDH, KELOLA SOSIAL DAN 

LINGKUNGAN 

Tugas Pokok   : 
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Melaksanakan penyuluhan dibidang kehutanan. Adapun fungsi penyuluhan 

Kehutanan dalam menyelenggarakan tugas pokok adalah sebagai berikut : 

1) Menyuluh dan melakukan percontohan kepada kelompok masyrakat. 

2) Mengembangkan swadaya dan swakarsa masyarakat. 

3) Menyusun program penyuluhan kehutanan. 

4) Mengajar pada kursus kehutanan bagi kelompok masyarakat pada tingkatb 

lapangan. 

5) Melatihg mebimbing penyuluh kehutanan dibawahannya. 

6) Membantu menyiapakan petunjuk/informasi kehutanan. 

7) Melaksanakan pengujian , survei, dan atau evaluasi. 

 

Nama Jabatan : PENGUJI MADYA 

Tugas Pokok   :  

Melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan membina pekerjaan 

pengujian. Adapun fungsi penguji tingakat I dalam menyelenggarakan tugas 

pokok adalah sebagi berikut : 

1) Membantu menyiapkan dan menyusun RO pengujian hasil hutan. 

2) Menguji hasil hutan. 

3) Mengecek kebenaran dan kondisi peralatan pengujian hasil hutan. 

4) Membuat dan memeriksa berita acara tanda-tanda hasil pengujian dan 

membuat dokumen pengujian. 

5) Membuat dan memeriksa berita acara pengujian hasil hutan. 

6) Membuat laporan hasil pengujian hasil hutan tingkat KPH. 

7) Memberikan bimbingan tekhnik pelaksanaan pengujian. 

8) Membina, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian. 

 

Nama Jabatan : SUB SEKSI KESISTEMAN, PENGENDALIAN KINERJA 

DAN IT 

Tugas Pokok   :  
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Membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan di bidang data dan informasi. 

Adapun fungsi kepala urusan data dan informasi dalam menyelenggarakan tugas 

pokok adalah sebagai berikut : 

1) Mengawasi pekerjaan operator. 

2) Mendistribusikan data yang akan diolah. 

3) Memeriksa data sebelum diolah. 

4) Membantu menyusun program. 

5) Membuat rencana kebutuhan peralatan komputer. 

6) Melakukan koreksi dan menghimpun hasil pengolahan komputer. 

7) Membantu, memelihara, menyimpan dan mengamankan data. 

 

Nama Jabatan : ASMAN PERSEDIAAN PRODUK DAN PELAYANAN, 

PENJUALAN AGRO & USAHA LAIN 

Tugas Pokok   :  

Bertanggung jawab Pada perencanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan 

laporan perkembangan kegiatan bidang produksi kayu dan non kayu. Adapun 

fungsi dalam menyelenggarakan tugas pokok adalah sebagai berikut : 

1) Menyusun rencana tekhnik tahunan bidang produksi kayu dan non kayu 

tingkat KMA. 

2) Memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan bidang produksi 

kayu dan non kayu secara periodik sehingga kegiatan tersebut dapat 

terlaksana secara efektif dan efisien. 

3) Membantu dan membinaan teknis kepada segenap mandor produksi kayu 

dan non kayu. 

4) Membantu melaporkan perkembangan kegiatan bidang produksi kayu dan 

non kayu secara periodik kepada KTU serta menyampaikan saran tindak 

lanjut. 

5) Membantu pimpinan dalam hal lain yang dibutuhkan untuk kepentingan 

dinas. 
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Nama Jabatan : DANRU POLHUT 

Tugas Pokok   :  

Memimpin dan mengatur polisi hutan mobil dalam tugas pengamanan hutan dan 

hasil hutan. Adapun fungsi dalam menyelenggarakan tugas pokok adalah sebagai 

berikut : 

1) Membuat rencana kegiatan dalam tugasnya. 

2) Mengatur anggota polisi hutan mobil untuk membantu polisi hutan 

teritorial dalam menanggulangi gangguan keamanan hutan. 

3) Melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap 

aparat bawahannya. 

4) Mencatat dan melaporkan hasil tugasnya kepada administratur. 

5) Melaksanakan patroli, penyelidikan dan operasi atas dasar perintah 

pimpinan. 

6) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada administratur. 

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Nama Jabatan : ASISTEN PERHUTANI / BKPH 

Tugas Pokok   :  

Melaksanakan, mengatur, menyelenggarakan ketatalaksanaan perusahaan, 

pengamanan hutan dan hasil hutan serta melakukan koordinasi dengan instansi 

dan lembaga-lembaga terkait dalam wilayah kerjanya. Adapun fungsi dalam 

ASPER/BKPH dalam menyelenggarkan tugas pokok adalah sebagai berikut : 

1) Memimpin, melaksanakan, mengendalikan, mengamankan serta 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari rencana dan kebijakan yang 

telah ditetapkan meliputi bidang pembinaan hutan, produksi, keamanan 

agraria, pembinaan lingkungan, administrasi dan keuangan. 

2) Melaksanakan pembinaan terhadap personil yang diperbantukan kepada 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

3) Membina koordinasi yang harmonis dengan aparat pemerintah setempat, 

instansi dan lembaga masyarakat. 

4) Menjalankan tugas sebagai PPC, dan pembantu bendaharawan materiil. 
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5) Melaporkan kemajuan pekerjaannya dan memberikan saran kepada 

pimpinan. 

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

3.3    Kegiatan Pokok Perusahaan 

3.3.1 Tahapan Kegiatan Produksi 

 Perum perhutani KPH Jember berorientasi pada masalah-masalah kehutanan 

baik mengenai persemaian, penanaman, pemeliharaan, penebangan kayu, 

pengujian kayu, pengangkutan dan pengamanan serta penjualan hasil hutan 

khususnya kayu. Kayu rimba, termasuk non kayu yaitu Gondorukem, Terpentin, 

Madu dan Wana Wisata. 

 Kegiatan produksi meliputi beberapa tahap, dimana setiap tahap 

memerlukan jangka waktu yang lama, diantaranya : 

1)  Persemaian 

a. Pemilihan biji bibit yang baik. 

b. Pengisihan tanah dalam kantong plastik. 

c. Pengisian biji dalam kantong plastik. 

d. Penyiangan persemaian. 

e. Perawatan persemaian. 

2)  Penanaman 

a. Pengolahan tanah. 

b. Menyediakan bibit yang telah disediakan. 

c. Penanaman dimulai pada musim penghujan. 

3)  Pemeliharaan 

a. Babat mekanika, rayutan dan penebangan ranting-ranting yang 

rusak. 

b. Pemberantasan hama penyakit yang menyerang pada tanaman 

terutama hama penyakit inger-inger. 

c. Pemeliharaan terhadap pohon-pohon yang tumbuh terlalu lebat 

perlu dijarangkan disebut penjarangan. 

4)  Penebangan kayu dan eksploitasi 
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Kegiatan penebangan dilakukan untuk tanaman yang sudah berumur dan 

memenuhi syarat tebang. Selain itu juga memperhatikan dampak 

lingkungan yang dilakukan untuk penebangan hutan yang meliputi : 

a. Pembuatan rencana tekhnik tahunan (RTT) penebangan yang 

sudah disahkan oleh Kepala Biro Perencanaan. 

b. Dilaksankan penebangan dengan mempersiapkan alat-alat tebang. 

c. Pengangkutan hasil penebangan ke tempat penjualan kayu. 

d. Penyimpanan hasil hutan. 

5)   Pengujian Kayu 

Semua jenis hasil kayu, yang akan diperdagangkan harus ada pengujian 

dulu, dimana pengujian itu ditujukan untuk menentukan mutu dan harga 

produk kayu tertentu. Produk kayu yang diuji diantaranya kayu bundar 

Jati, kayu gergajian Jati, kayu bentukan (moulding) Jati, kayu bentukan 

(moulding) Tusam, kayu bundar Rimba, kayu bundar Gamelina dan 

Akasia Mangium, seratus jenis kayu bundar Rimba, kayu bundar Tusam, 

kayu bundar Sonokeling dan Sonokembang, kayu bundar Mahoni, kayu 

bundar Rasamala, dan kayu bundar Agtis. Dalam pengujian kayu, terlebih 

dahulu ditentukan spesifikasinya, klasifikasi, cara pembuatan, syarat 

pembuatan, cara uji, penandaan dan pengemasan. 

6)   Penjualan Hutan 

Adapun komoditas yang dijual konsumen adalah : 

a. Kayu Jati. 

b. Kayu Mahoni. 

c. Kayu Pinus. 

d. Kopi OSE atau produk kopi OSE. 

e. Minyak kayu putih Perum Perhutani 

   Kopi OSE dan minyak kayu putih adalah komoditas melalui bagi hasil 

yaitu, 30% untuk perhutani dan 70% untuk petani atau masyarakat. 

7)   Wana Wisata Tanjung Papuma dan Totok Forest 

Perum Perhutani KPH Jember memungut retribusi dengan 30% diberikan 

kepada Pemda dan 70% untuk Perhutani sendiri. Retribusi dibayar atau 
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dipungut dari karcis masuk ke Tanjung Papuma. Akan tetapi untuk wisata 

Watu Ulo sepenuhnya dikelolah oleh Pemda. 

3.3.2 Pola Produksi 

 Pola produksi Perhutani KPH Jember merupakan pola produksi moderat. 

Dimana kenaikan atau penurunan jumlah produksi tidak sepenuhnya berakibat 

adanya penambahan dan pengurangan persediaan produk. 

3.3.3 Pengendalian Mutu 

 Pengendalian merupakan konsep, tekhnik, prosedur maupun sikap dari 

prosedur terhadap penjagaan mutu dari produk yang dihasilkan. Pengendalian 

mutu terhadap penjagaan dilakukan untuk mencapai optimalisasi hasil produk 

yang salah satunya meliputi pemeriksaan dan pengujian kayu. 

3.3.4 Persediaan 

 Tingkat persediaan akan mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. 

Dengan tingkat persediaan yang cukup banyak akan menjamin apabila akan 

terjadi pemesanan barang dalam jumlah besar. Akan tetapi persediaan yang 

banyak akan mempengaruhi biaya penyimpanan. Oleh karena itu, persediaan 

dijaga agar tetap tersedia apabila terjadi pemesanan barang, untuk perlu dicatat 

kapan persediaan tersebut dikenal sebagai titik pesan atau pesanan kembali. 

 Pengendalian persediaan kayu pada Perum Perhutani KPH Jember , maka 

perlu dilakukan : 

a. Pengurangan penebangan kayu untuk mengurangi penumpukan persediaan 

kayu di TPK. 

b. Peningkatan penebangan kayu bila penjualan perusahaan mengalami 

kenaikan. 

3.3.5 Pasar dan Pemesanan 

 Pasar merupakan usaha untuk membagikan keseluruhan pasar yang 

mempunyai perilaku hiterogen menjadi beberapa segmen pasar yang bersifat 

homogen. Sekmen pasar berusaha menebus kedalam pasar yang terbatas yaitu 

berusaha memenuhi satu atau beberapa bagian pasar yang mempunyai selera 

berbeda antara satu dengan lainnya. 
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 Sekmentasi pasar yang dilakukan Perum Perhutani KPH Jember misalnya 

dengan memperluas daerah pemesanan, diharapkan pengembangan produk dapat 

lebih baik. Cara lain untuk mengembangkan produksi pada Perum Perhutani KPH 

Jember adalah dengan memproduksi jenis kayu yang berbeda selain kayu jati. 

Mahoni dan pinus. Sedangkan pemasaran dilakukan dengan cara penjualan 

langsung yang meliputi tunai maupun kredit. 

3.3.6 Distribusi Produk 

 Distribusi produk yang baik merupakan kunci utama pada strategis 

pengenalan barang. Tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan bagi 

konsumen untuk memperoleh barang. Hingga tingkat permintaan yang dapat 

dipastikan, perusahaan perlu mengadakan pengamatan terhadap informasi umpan 

balik dari konsumen. Pengamatan tersebut dimulai dari minat konsumen untuk 

mencoba, konsistensi terhadap barang perusahaan, kemudian tertarik pada barang 

pesaing namun tetap konsisten terhadap barang perusahaan. Sistem produk yang 

dilakukan oleh PerumPerhutani KPH Jember misalnya : 

a. Mendorong hasil produksi melalui berbagai saluran. 

b. Meningkatkan pelayanan dalam ketetapan sistem pendistribusian apabila 

kesulitan dalam membedakan barang. 

c. Menekan biaya produksi semaksimal mungkin. 

 

3.4    Pelaksanaan Pemberian Motivasi  

 Motivasi kepada setiap pegawai dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

tergantung dari apa yang menjadi kebutuhan pegawai dalam organisasi. Tujuan 

yang ingin dicapai perusahaan dengan adanya pemberian motivasi tersebut harus 

pula disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Pimpinan menganggap bahwa 

untuk menimbulkan motivasi kerja dalam diri seorang pegawai sedikitnya 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah : pengembangan dan 

pembinaan , pelayanan kesejahteraan dan disiplin kerja. 

3.4.1 Pelayanan Kesejahteraan Pegawai 

 Pelayanan kesejahteraan pegawai dimaksudkan agar pegawai merasa aman 

dan tenang dalam melaksanakan pekerjaannya dengan adanya kompensasi atau 
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jaminan berupa gaji, tunjangan kesejahteraan, serta berbagai fasilitas lain dan 

kemudahan lain yang diberikan perusahaan berupa asuransi, intensif yang 

diberikan menjelang tahun baru dan hari raya keagamaan. Semuanya membuat 

pegawai merasa tenang dalam bekerja dan tidak khawatir akan kebutuhan 

keluarga. 

3.4.2 Disiplin Pegawai 

 Kedisiplinan merupakan hal terpenting karena semakin baik disiplin 

pegawai maka semakin tinggi prestasi kerja yang dicapai. Disiplin kerja pegawai 

ini dimaksud dalam perusahaan ialah untuk menegakan disiplin kerja yang baik 

dan mengembangkan perasaan saling menghormati serta penuh pengertian 

terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawab antara perusahaan dan pegawai. 

 Demikian sekilas mengenai Job Description dan uraian tugas dari beberapa 

unit kerja (bagian) yang ada di  kantor Perum Perhutani KPH Jember. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1     Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di 

Perum Perhutani KPH Jember dengan  No. NPWP 01.001.652.5-051.000  tentang 

Prosedur Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

atas Jasa Sewa Kendaraan yang bekerja sama dengan CV. WONO KOYO dengan 

No. NPWP 72.061.595.4-626.000, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1) Perum Perhutani KPH Jember merupakan salah satu BUMN di lingkungan

Departement Kehutanan dengan wilayah kerja di Kabupaten Jember Jawa

Timur yang kegiatan utamanya adalah pengusahaan hutan alam dan

penjualan hasil hutan yang yang digunakan untuk mencapai keberlanjutan

fungsi dan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan proporsional.

2) Dalam pemotongan perpajakannya, Perum Perhutani KPH Jember

menyetujui kontrak perjanjian kerja sama yang telah dibuat dengan pihak

ke tiga menggunakan sistem Self Assesement System.

3) Dalam pelaporan dan penyetoran administrasi perpajakannya, Perum

Perhutani KPH Jember selama ini belum mengalami keterlambatan. Hal

ini dibuktikan dengan penyetoran pajak pihak Perum Perhutani KPH

Jember tidak melebihi tanggal 10 bulan berikutnya. Demikian juga pada

pelaporan pajaknya yang tidak melebihi tanggal 20 bulan berikutnya.

4) Dokumen-dokumen yang terlibat dalam Prosedur Pemotongan,

Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

berupa :

a. Nota Dinas.

b. Lembar Disposisi.

c. Berita Acara Pemeriksaan.

d. Tanda Bukti Setor Bank.

e. Prenumber.
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5.2 Saran 

Berdasarkan Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) dan Kesimpulan, penulis 

memberikan saran kepada Perum Perhutani KPH Jember sebagai berikut : 

1) Perum Perhutani KPH Jember diharapkan untuk selalu mengikuti 

perkembangan Peraturan perundang-undangan perpajakan terkait dengan 

Prosedur Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 23 agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak mengalami 

kesalahan dalam perhitungan pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan 

Pajaknya di Perum Perhutani KPH Jember. 

2)  Penyimpanan dokumen agar lebih rapi dan tertata untuk mempermudah 

pencarian jika pada saat sewaktu-waktu diperlukan. 
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1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata (PKN) 
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2. Surat Tanggapan Atas Permohonan Izin Praktek Kerja Nyata (PKN) 
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3. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (PKN) 
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4. Surat Permohonan Nilai Praktek Kerja Nyata (PKN) 
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5. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) 
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6. Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) 
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7. Kartu Konsultasi Bimbingan 
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8. Berita Acara Nilai Pembimbing 
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9. Kwitansi Dari CV. WONOKOYO 
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10. Nota Dinas 
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11. Lembar Disposisi 
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12. Berita Acara Pemeriksaan 
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13. Lampiran Berita Acara 
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Lampiran Berita Acara 
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14. PreNumber 
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15. Slip Penyetoran Bank BRI 
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16. Nota Kliring (Bilyet/Giro) 
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17. Hasil Rekapitulasi Bagian Produksi & TUHH 
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18. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 
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19. Cetakan Kode  E-Billing 
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